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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah 

hukum (konstitusional) yang memberikan jaminan dan memberikan 

perlindungan atas hak-hak warga negara, antara lain hak warga negara untuk 

mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah.

Dalam proses kepemilihan atas tanah tersebut warga negara berkewajiban 

untuk mendaftarkan tanahnya kepada pejabat yang berwenang. Pendaftaran tanah 

tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,

negara

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam

bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah sesuasi dengan ketentuan Pasal

1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa

Pendaftaran Tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum. Pendaftaran 

Tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

Badan yang memproses pendaftaran tanah tersebut, adalah Badan Pertanahan 

Nasional. Badan ini diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan 

administrasi pertanahaan dengan terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada

i

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarata,
2007, Hlm. 114.

1
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masyarakat. Menurut Prof. Boedi Harsono, SH., Upaya yang dilakukan antara lain 

dengan peningkatan pelayanan dalam sistem pendaftaran tanah untuk memberi 

kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan administrasi pertanahan, pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan 

Nasional berkewajiban untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah yang masih belum 

terdaftar. Oleh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar maka apa yang 

selama ini dilaksanakan dan masih saja kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Baik 

surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun atas surat-surat yang dibuat oleh 

para camat dengan berbagai ragam, untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah 

yang mereka kuasai, tanpa melalui prosedur Peraturan Pemerintah 24 tahun 2007 

tentang Pendaftaran Tanah.3

Pendaftaran tanah juga dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: (1) Secara 

Sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam 

wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan4, (2) Secara Sporadik, yaitu pendaftran 

mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau penerima hak yang 

bersangkutan secara individual dan massal.5

2 Harsono, Boedi, Sertifikat Menjamin Kepastian Hukum, bulletin PAP No. 3/thn III Proyek 
Administrasi Pertanahan , Badan Pertanahan Nasional, 1997.

3 Parlindungan. AP, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999, Hlm.

4. Bambang Eko H.N. Buku Saku Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sestematik. BPN Republik 
Indonesia. Jakarta. 2006. Hal 1

5. Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997

3
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lain pihak tugas besar pemerintah menjadi semakin berat dengan adanya

Keterbatasan tersebut meliputi terbatasnya

pengetahuan sumber daya manusia maupun peralatan dan teknologi informasi bidang 

survei dan pemetaan serta masih ada anggapan masyarakat bahwa untuk memperoleh 

sertifikat diperlukan biaya yang mahal, waktu yang lama dan proses yang panjang, 

hal itu merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah yang 

memiliki wewenang dalam hal ini.6

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang dikenal dengan Proyek 

Ajudikasi pertama kali dimulai tahun 1994/1995 sebagai uji coba dilaksanakan di 

Depok kabupaten tingkat II Bogor untuk daerah perkotaan, dilanjutkan tahun 

1995/1996 di desa Tanjungpura dan Karang Pawitan kabupaten tingkat II Karawang 

untuk daerah pedesaan. Pelaksanaan uji coba tersebut didasarkan pada Peraturan
'j

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 tahun 1995. 

Proyek Administrasi Pertanahan yang telah diuji coba pada kedua kabupaten di atas 

adalah merupakan bagian keijasama antara pemerintah Indonesia dengan Bank 

Dunia. Pelaksanaan uji coba di Depok dan Karawang oleh Bank Dunia dinilai 

berhasil, hal tersebut memberi harapan besar untuk dilakukannya ajudikasi pada 

daerah lain.

Di

keterbatasan sumber dana dan tenaga.

6 Riduan Manik dkk, Penelitian: Penghambat Pendaftaran Tanah di Kabupaten 
Simalungun. Universitas Sumatera Utara. Medan. 2009

. Santosa, P., 1997, Pelaksanaan Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis 
dalam Upaya Penerapan Sistem Manajemen Pertanahan yang Mendukung Rencana Tata ruang 
Wilayah dan Catur Tertib Pertanahan di Kotamadya Surabaya, Seminar Nasional Studi 
Kebijaksanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Yogyakarta, STPN.
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Berbagai usaha telah dilakukan oleh Badan Pertanahan nasional untuk 

melakukan pendaftaran tanah di Indonesia, baik dengan proyek administrasi 

pertanahan, melalui proyek ajudikasi. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat proses 

pendaftaran bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran 

tanah secara massal yang dikenal dengan proyek ajudikasi, adalah pendaftran tanah 

sistematis, dimana pelaksanannya di desa atau kelurahan yang memenuhi 

kriteria dimana bidang tanah belum banyak yang terdaftar.

Pertama kali Indonesia mempunyai suatu lembaga pendaftaran tanah dalam 

sejarah pertanahan di Indonesia yang berlaku secara nasional, sebagai konsekuensi 

berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang 

kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang

secara

Pendaftaran Tanah,. Lembaran Negara 1997 no. 59, tanggal 8 j uli 1997 dan baru

berlaku 8 Oktober 1997. Sebagai perintah dari pasal 19 ayat 1 Undang-undang Pokok

8Agrarian (UUPA) No. 5 tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. Pengukuran, penetapan dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya, menurut Menteri Agraria.

. Parlindungan. AP, Op Cti, Hlm.1.
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4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud ayat (1), dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak 
mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal 19 UU No.5 Tahun 1960, maka oleh 

pemerintah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1961 Tentang 

Pendaftaran Tanah. Kemudian PP No. 10 Tahun 1961 tersebut diganti oleh Peraturan 

Pemerintah 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai penegasan tujuan 

pendaftaran tanah dalam rumusan Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 ini, menyebutkan 

sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang 
hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar 
agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan 
rumah susun yang sudah terdaftar.

3. Untuk terselenggarakan tertib administrasi pertanahan.

Sehingga jelaslah Peraturan Pemerintah 24 tahun 1997 ini telah memperkaya 

ketentuan pasal 19 UUPA, yaitu:9

a. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah maka kepada pemiliknya 
diberikan kepastian hukum dan Perlindungan hukum.

b. Di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor digaris depan 
haruslah terpelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk sesuatu 
bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan 
pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri informasi itu penting 
untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlihat tanah, yaitu 
data fisik dan yuridisnya termasuk untuk satuan rumah susun Infomasi tersebut

apa saja yangbersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi 
diperlukan atas sebidang tanah bangunan yang ada.

9. Ibid. Hlm. 4
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(LMPDP), Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin mendapatkan tugas dan 

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan / Land Management 

and Policy Development Program (LMPDP) dengan dasar dikeluarkannya Surat 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 187-XVI-2008 Tanggal 30 

Mei 2008 tentang penunjukkan Lokasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik di 

Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannnya 

kedalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN 

LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) 

PADA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI SUMATERA SELATAN 

ANALISIS APLIKASINYA OLEH BPN KABUPATEN BANYUASIN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah komponen-komponen dari Land Management and Policy Development

Program (LMPDP) sebagai suatu program Badan Pertanahan Nasional?

2. Bagaimana pelaksanaan Land Management and Policy Development Program

(LMPDP) di Kabupaten Banyuasin?

3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi BPN Kabupaten Banyuasin dalam 

pelaksanaan Land Management and Policy Development Program (LMPDP) ?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Diperolehnya data tentang Program Pengembangan Kebijakan dan 

Pertanahan / Land Management and Policy DevelopmentManajemen 

Program (LMPDP).

2. Diperolehnya data tentang pelaksanann Program Pengembangan Kebijakan 

dan Manajemen Pertanahan / Land Management and Policy Development 

Program (LMPDP) di wilayah Kabupaten Banyuasin

3. Diketahuinya data tentang kendala-kendala yang dihadapi BPN Kabupaten 

Banyuasin dalam melaksanakan Program Pengembangan Kebijakan dan 

Manajemen Pertanahan / Land Management and Policy Development

Program (LMPDP)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna memberikan informasi

dan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan

Kebijakan dan Manajemen Pertanahan / Land Management and Policy

Development Program (LMPDP).

2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang 

ingin lebih memahami mengenai pelaksanaan Program Pengembangan
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Kebijakan dan Manajemen Pertanahan / Land Management and Policy 

Development Program (LMPDP).

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau 

metode empiris, yaitu penelitian yang memusatkan suatu kebenaran dari 

suatu peristiwa yang langsung teijadi, lalu kemudian dicari akar 

kebenarannya.serta metode yuridis normatif , dalam arti mengkaji 

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

akan di bahsa, dan juga dilakukan pendekatan lapangan untuk 

memperoleh informasi sebagai bahan penunjang

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif

yang dilengkapi dengan data kuantatif.

b. Bahan Hukum

1) Bahan Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan 

melalui wawancara dengan narasumber dan/atau informan yang
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dianggap mengetahui dan memahamai permasalahan mengenai 

proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal dengan pola 

ajudikasi di Kecamatam Banyuasin III Kabupaten Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan dan kendala-kendala yang dihadapi 

pada proses perdaftaran tanah tersebut.

2) Bahan Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi 

dokumen yang sudah tersedia di lapangan atau lokasi penelitian. 

Studi dokume itu berupa catatan-catatan, laporan-laporan, atau

bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan

yang akan diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol.

b. Bahan sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan

hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Undang-undang

Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pelaksana dari
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Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 

Tahun 1995, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan 

pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang

berterkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

d. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Banyuasin, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, 

Lembaga Bantuan Hukum Palembang.
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e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh

memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah

dikemukkan, data sekunder dengan bahan primer serta tersier

kemudian dianalisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan

hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara

sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil 

dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk 

penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penenlitian 

tersebut.
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